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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih, yang senantiasa 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam menyelesaikan Buku 
dengan judul "Respon Perubahan Batas Wilayah Laut antara Timor 
Leste dan Australia Tahun 2018" Yang bermanfaat sebagai kajian 
akademik dalam mensikapi pertahanan wilayah laut dalam perspektif 
hukum khususnya hukum laut. Perspektif hukum laut ini juga 
berdampak pada berbagai kepentingan di antaranya pertahanan, 
keamanan, asimetris, hubungan luar negeri dan politik.  

Buku ini menunjukkan bahwa mempertahankan wilayah tidak 
hanya di darat melainkan juga laut dan udara. Indonesia sebagai negara 
kepulauan yang sangat luas masih memiliki permasalahan batas 
wilayah laut yang belum tuntas dengan negara tetangga. Batas laut 
merupakan Upaya urgen dalam menentukan kedaulatan negara yang di 
dalamnya mengandung sumber daya alam melimpah yang dapat 
dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu batas wilayah laut yang 
belum tuntas adalah batas laut antaran Indonesia dengan Republik 
Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia di laut Arafuru dan Laut 
Timor. Namun pada tahun 2018 RDTL dan Australia telah 
menyelesaikan perjanjian batas laut melalui Permanent Court of 
Arbitration (PCA) tanpa melibatkan Indonesia sebagai negara yang 
memiliki batas laut secara langsung dengan kedua negara tersebut. 
Tidak diikutsertakan Indonesia dalam penyelesaian batas laut 
menimbulkan hubungan diplomatik dengan etiket tidak baik sesuai 
Konvensi Wina 1961. Secara umum hal ini berdampak pada aspek 
politik, ekonomi, pemetaan, keamanan dan pertahanan yang harus 
segera diselesaikan. 

Melalui buku ini penulis menyampaikan banyak terima kasih atas 
segala bantuan dan dukungan kepada semua pihak yang terlibat dalam 
penyelesaian buku ini yang telah memberikan doa dan semangat 
selama penulis menyelesaikan pendidikan dan Tesis ini. 
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, 
sehingga segala kritik, masukan dan saran. Semoga buku ini dapat 
memberikan kontribusi akademis dan praktik dalam mengantisipasi 
penyelesaian batas laut serta dampaknya khususnya adanya Treaty 
Between Australia and the Demokratic Republic of Timor Leste 
Establishing Their Maritime Bounderies in the Timor Sea 31th May 2018 
sehingga pemerintah Indonesia merespon penyelesaian batas wilayah 
Negara dapat mengambil inisiatif untuk melakukan perundingan 
dengan negara tetangga tidak terkecuali Republik Demokratik Timor 
Leste dan Australia terhadap dampak yang ditimbulkan khususnya yang 
merugikan wilayah batas laut Indonesia. 
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BAGIAN 1 
 
 

KEDAULATAN WILAYAH LAUT 
 

Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa 
“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan 
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan kedaulatan 
wilayah Indonesia tersebut ditunjukkan dalam delimitasi ruang yang 
meliputi daratan, laut dan udara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 
Negara Disebutkan sebagai berikut: 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu 
unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan 
pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta laut dan 
tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh 
sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki batas laut dengan 
Negara tetangga yang harus diselesaikan secara hukum agar tidak 
terjadi tumpang tindih kedaulatan. Batas laut Negara pantai ini penting 
artinya untuk pengelolaan sumber daya laut sebagaimana diatur dalam 
United Nation Convention of the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) 
menggunakan prinsip jarak yang memberikan ukuran yang jelas 
menggunakan prinsip jarak yang memberikan delimitasi sejauh 200 mil 
yang dihitung dari garis batas laut teritorial.  



 

 

BAGIAN 2 
 
 

LANDASAN PEMIKIRAN DAN 
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT 

 
A. LANDASAN PEMIKIRAN 

Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara serta 
untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap, salah satu 
penerapannya adalah pengelolaan sumber daya alam pulau-pulau kecil 
terluar untuk diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka 
kepentingan pertahanan dan keamanan negara secara optimal, dengan 
berpedoman pada paradigma nasional yaitu Pancasila sebagai landasan 
idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara 
sebagai landasan visional, Ketahanan Nasional sebagai landasan 
konsepsional dan Peraturan Perundangan sebagai landasan 
operasional. Landasan pemikiran ini dimaksudkan untuk mengetahui 
dasar pemikiran yang fundamental dalam merespon batas laut 
Indonesia dengan negara tetangga.  

 
1. Landasan Historis 

Laut teritorial sebagai bagian dari unsur kedaulatan Negara tidak 
dapat dipisahkan dari kedaulatan bangsa Indonesia sebagai Negara 
kepulauan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 A Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara kepulauan 
maka seluruh kepulauan dipersatukan oleh laut yang mengitarinya 
secara utuh dan dikelola untuk kepentingan kemakmuran rakyat. 
Eksistensi sumber daya yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan 
dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan konsep sistem 



 

 

BAGIAN 3 
 
 

PRINSIP PENGATURAN  
BATAS WILAYAH LAUT 

 
Gambaran umum dalam ketentuan hukum laut internasional dalam 

menentukan batas laut Negara pantai baik laut teritorial, Zona 
Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen menurut 
UNCLOS 1982. Gambaran umum ini juga menjelaskan dampak hukum 
terhadap status Indonesia pasca perjanjian batas laut antara Timor 
Leste dan Australia tahun 2018. Pada bagian ini akan mendeskripsikan 
peran TNI Angkatan Laut secara terpadu kementerian dan lembaga 
dalam pengamanan dan pertahanan wilayah laut yurisdiksi nasional 
Indonesia menurut hukum nasional maupun internasional melalui studi 
literature/dokumentasi terhadap objek yang diteliti secara jelas. 

 

A. PENGATURAN BATAS LAUT MENURUT HUKUM NASIONAL 
DAN INTERNASIONAL 
Dalam mendeskripsikan gambaran umum tentang pengaturan 

batas laut menurut hukum nasional dan internasional tidak luput dari 
pendekatan ilmu hukum atau secara normatif positif. Artinya 
terminologi yang digunakan dalam penelitian ini senantiasa mengacu 
pada ketentuan hukum, prinsip-prinsip dan teori yang mendukung. 
Penggunaan istilah dalam pengaturan batas laut ini digunakan secara 
terminologis aspek hukum baik nasional maupun internasional untuk 
mendapatkan gambaran umum tentang pengaturan batas laut tersebut. 
Definisi dari para ahli akan digunakan sebagai komparasi dan 
melengkapi pandangan tentang pengaturan batas laut yang 



 

 

BAGIAN 4 
 
 

DAMPAK PERUBAHAN BATAS  
WILAYAH LAUT TIMOR LESTE  
DAN AUSTRALIA TAHUN 2018 

 
A. DAMPAK HUKUM, POLITIK, KEAMANAN DAN PERTAHANAN 

Secara umum dampak dari perubahan batas wilayah laut antara 
Timor Leste dan Australia tahun 2018 mempengaruhi berbagai aspek 
kehidupan meliputi politik, hukum, ekonomi, pertahanan dan 
keamanan Negara. Dampak politik yang ditimbulkan dari perjanjian 
tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan 
luar negeri yang ditandai adanya tidak diikutsertakan Indonesia dalam 
perundingan tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan baru di bidang 
politik meskipun Indonesia belum menyampaikan secara resmi 
keberatan terhadap perjanjian batas laut tersebut.  

Dampak secara hukum tentu saja dalam perundingan penyelesaian 
sengketa internasional tentang batas laut harus dilaksanakan secara 
damai baik melalui mekanisme perundingan antar Negara atau melalui 
mekanisme Mahkamah Internasional, Arbitrase dan arbitrase khusus 
serta Tribunal. Namun Indonesia tidak pernah dilibatkan dalam 
perundingan tersebut sehingga hasil perjanjian batas tersebut 
menimbulkan adanya batas laut yang tumpang tindih dan merugikan 
Indonesia. Dalam perjanjian batas laut Australia dan Timor Leste 2018 
tersebut membatalkan beberapa perjanjian terdahulu sebagai berikut: 



 

 

BAGIAN 5 
 
 

PENUTUP 
 

A. PENGATURAN BATAS LAUT MENURUT HUKUM 
INTERNASIONAL 
Pengaturan batas laut menurut hukum internasional didasarkan 

pada beberapa aspek penting di antaranya: 1) kebiasaan internasional 
(international custom); 2) perjanjian antar negara bilateral maupun 
perjanjian kawasan/regional dan 3) pengadilan: 4) Mahkamah 
Internasional Hukum Laut (the international Tribunal for the Law of the 
Sea established in accordance with Annex VI); 5) Mahkamah 
Internasional (the International Court of Justice); 6) Mahkamah 
Arbitrase (an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII) 
dan 7) mahkamah arbitrase khusus (a special arbitral constituted in 
accordance with Annex VII for one or more of the catagories of disputes 
specified therin). Pengaturan batas laut menurut hukum internasional 
didasarkan menurut hukum materi sebagaimana diatur pada United 
Nation Convention of the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) mulai 
Pasal 3, 4, 5, 7, 8,14 dan 15 UNCLOS 1982. Pengaturan batas laut dan 
penyelesaian sengketa dilaksanakan secara damai menurut Pasal 279, 
280, 281, 282, 283, 284, 287 UNCLOS 1982. Penyelesaian melalui 
kerangka hubungan diplomatik antar Negara ini didasarkan pada 
Konvensi Wina 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961); 
serta Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara 
(Montevideo Convention on the Right and Duties of States 1933). 
Pengaturan batas laut ditentukan pula menurut zona laut yang terdiri 
dari laut teritorial Pasal 3; zona tambahan; zona tambahan Pasal 33; 
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